BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

di Aptek Libra secara luring selama 2 minggu pada tanggal 17 — 28

Agustus 2020, dapat disimpulkan bahwa :

1.

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan oleh Apoteker dalam melaksanakan praktek
profesi kefarmasian.

Apoteker harus memahami dan menerapkan kode etik
profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam menjalankan praktek kefarmasian.

Calon Apoteker harus mengetahui dan memahami sistem
manajemen yang ada di Apotek, mulai dari perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan pendistribusian,
pelaporan.

Calon Apoteker harus mengetahui dan memahami peran
Apoteker dalam pelayanan kefarmasian yang ada di apotek,
seperti pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan
resep dan swamedikasi (non resep).

Calon Apoteker memiliki gambaran tentang praktek

kefarmasian yang ada di apotek.

5.2 Saran

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

di Aptek Libra secara luring selama 2 minggu pada tanggal 17 — 28
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Agustus 2020, saran yang dapat diberikan kepada calon Apoteker

adalah :

Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan
wawasan dan pengetahuan terkait peraturan perundang-
undangan yang berkaitan tentang  pelayanan
kefarmasian di apotek, maupun peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang apotek.

Mahasiswa calon Apoteker perlu membekali diri
dengan pengetahuan tentang macam-macam kelas
terapi obat, sehingga membantu dalam proses praktek
kerja profesi.

Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan
kemampuan  berkomunikasi dalam  memberikan
informasi kepada pasien mengenai obat.

Mahasiswa calon Apoteker diharapkan lebih berperan
aktif dalam melaksanakan praktek kerja profesi di
apotek, sehingga wawasan dan pengetahuan tentang
manajemen dan pelayanan kefarmasian dia apotek lebih

banyak didapatkan.
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